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ABSTRAK

Dalam GHHN ditctapkan halvwa pembangunan perumabhan dan pemukiman
merupazan upava untuk memenuin salab osatu kebutuhan pokok  manusia
disamping kebutihan sandang dan pangan Dalam mendinikan svate bangunan,
Bank untuk tempal tinggal tempat usaha ataupun wntek keperluan lainova haroslab
memperhatikan  segt keteriban dan kewdahan kota,  Pembancunan haros
dikendalikan dengan tegas oleh pemerinah dengan adanva jalur perizican vang
harus dilewan oleh pihak vang akan mendinkan bangunan.

Ly Meandinkan Bangunan (IMB) penting bagi pemerintah daersh dalam
werencanakan  pembangunan dan pengendalizn pembanzunan  perkotaan.
disamping it Fam Mendirikan Bangunan (IMB ) juga sanpat penting bagi pemilik
bangunan ity sendire agar pembangunan vang  didlgkukanmva  mempunyai
penoesaban dan pemerintab din pelakunyva memponvar kekeatan hukum

lzin Mendinkan Bangunan {IMB} diberikan oleh aparat vang berwenang
vang dalam bal uu adalah Dhnas Perizinan dan Pengawasan Pembangunan Kota
COPSES atas nama Wallkota'Bupati sebapar Kepala Dacrah

Ualam penulizan skrpsoim vane menjadi permasalahan bagi penulis adalah
tentang bagaimana pelaksanaan pembenan lzin Mendirikan Bangunan (1MB)
tersebut di boota Padang, Apakah dalam pelaksansannya sesuai dengan ketentuan
vang berlaku, schingga dalam bal im pengawasan terhadap bangunan vang
dirombak,  dirobah,  direnovasi,  ditambah atzu didirikan sangst  penting
peranannya, Dan sanks) vang bagaimana vang akan diberikan pada pelanggannya,
apakah benar-benar duerapkan atau tdak, masalah apa vang ditemui schubunpan
dengan lzin Mendinkan Bangunan (IMB) dan bagasmana penvelesalannya

Untuk u penulis dalam menyusun penubisan im mengeunskan metode
penelinan deskriptif vang bersifat vundis sosiologis serta menggunakan data
melalui proses editing, kategonsasi data dan tabulatng untuk mendapathan data
dan bahan vang diperlekan

Dalam pelaksanaan [z i ditemu berbagal masalab baik vang berasal dari
masvarakat maupun  dan pihak pemenntah sendin bahkan sebagian  dan
masvarakal masih ada vang belum memahami tentang isn Mendimkan Bangunan
(MBS i sehingea hol tersebut menjads salah saty sebab dan berbagai
pelanpraran dan penvimpangan yang terpadi

Dalam hal 1 pengawasan sangat penting peranannva, dalam penerapan
sanksimva pun perla ditegaskan agar masvarakat lebib mematuln kelentuan vang
berlaku dan masalah vang ady schubungan dengan lzan Mendirkan Bangunan
(IWIE ) dapat diselesaikan



BAT I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Datam  Gars-Garns Besar Haluan Nepara ditetapkan bahwa
pembangunan peremahan dan pemukiman merupakan wpayva  untuk
memenuk salah satu kebutuhan  dasar manusia sekabigus  untuk
meningkatkan  muty bingkungan kehidupan,  memberi arah  pada
pertumbuwhan wilavah, memperluas lapangean Kerga serta mengrerakan
kematan ekonomr  dalam  rangka pemningkatan dan pemerataan
kesejahteraan rakvat. Schubungan dengan ity upava pembangunan
perumahan dan pemukiman lerus dinnpkatkan untuk menvediakan
perumahan dengan jumlah vang makin meningkal dengan harga vanp
terjangkau oleh masyarakat terutama golongan yvang berpenghasilan
rendah dan dengan tetap memperhatikan persvaratan mimimum bagl
perumahan dan pemukiman vang layak. sehat. aman dan serasi. Dalam
pembangunan perumahan dan pemukiman termasuk pembangunan kKota-
kota baru perle diperhatikan kondisi dan pengembangan nilai-nilas
saosial budaya  masyarakat, laju pertumbuhan  penduduk  dan
penveharannya. pusat-pusal produks) dan tata puna tanah dalam rangka

membing kehidupan masyvarakat yvang maju’

Andi Hamezah dik, 1990, Dasge-ligvgr Hokem Perpomohan, PT O Binska
Cipta fakaria, him



Pembangunan perumahan dan pemukiman harus dapat mendorang
perilaku hidup sehat dan lertib serta ikut mendorong kegatan
pembangunan di sekior lain.

Pemerintah Kota Padang sebagai bagian dari negara Republik
Indonests dalam upava menvelengearakan pembangunan di dasrah
senaniiasa dituntut untuk lehih mengutamakan sepentingan rakyat tanpa
mungutamakan kepentingan pribadinva, Salah satu sisi Yang lerpeniing
vang mempunyar kaitan erat dengan kepentingan rakyat banvak ialah
pembangunan pemukiman penduduk vang dalam hentuk esiknya berups
pangunan, pedung dan lwin-dain baik disunakan untuk Perkantoran,
perdagangan, industri, pendidikan, kediaman penduduk dan lain-lain.
Schubungan dengan hal ini harus ditata sedemikian repa sesuai dengan
rencani mmduk kota maupun rencana pembangunan di daerah kabupaien
Tujuannya adalsh zgar segala bentuk banpunan fisik i menjadi rap
dan teratur

sangat diperlukan sekali akan adanya suatu penpaturan untuk
menditikan  suatu bangunan r]a]e.;.m bentuk  peraturan  perundang-
undangan apar kepastian hukum bagi aparat pelaksana pemertntah di
dacrah terjamin, dan sebaliknya bagi warga masvarakal dapat pula
lerjamin haknya sewaktu menpgajukan permohonan Izin Mendirikan
Banpunannya {IMB) Usaha vang dilakukan dalam rangka mendapatkan
1zin terhadap bangunan tidak bisa dilakukan oleh warga masyarakal

secarg sewenang-wenang Setiap pendirian, merombak, menambah dan



BAB TV

PENUTUP

Ao Kesimpulan

1 Dalam pengurusan Tan Mendirikan Bangunan (IMB) melalui beberapa

Proses schagai bernkuo

Pendafiaran dan  pengisian  formulir dengan melampirkan  seeala
ketentuan baik ketentuan administrasi maupun kelentuan weknis,
Pentlalan den pengarshan vang dilakukan oleh Seksi Penparahan
Arsitekiur honstruksi dan Kelengkapan Bangunan (PAKZRE) dengan
beberapa tahap. Setelah sclesar maka berkas tersebul dikembalikan
Repada Bepala Dinas dengan memben pengarahan untuk  proses
selanjuinya. Dan berkas tersebut dikembalikan pada sub bagian Tata
Lsahz dan dilanjutkan pada Seksi Bina Program mengenal retribusi
lzin Mendinkan Bangunan (IMB1 Seielah pembayaran retnbus) lzin
Mendisikan Bangunan (IMB) dilakukan maka diserahkan plank fzin
Mendinkan Bangunan (IMB) schagal svara pekeraan telah dapa
dirmula

fengzluaran 5K lzin Mendirikan Bangunan (M3

sk lmin Mendirkan Bangunan (IMB) akan diserabkan setelah

bangunan selesar 100%, untuk ity pemohon harus melapor pada Dinas
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